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MOTTO:

“Adapun sebabnya orang jaman dahulu sukar mengucapkan kata-katanya
ialah karena merasa malu kalau ia tidak dapat melaksanakan™
(Lun Gi 1V:22)

Sara, M. “Mutiara Kata”, Sahabat setia, Yogyakarta, 2006
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PERNYATAAN
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MNama : Armansyah

NIM : 010710101258
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“KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO (S.K. Bupati
Nomor: 556/536/436.472/2006)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika
disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi apapun. serta
bukan karya jiplakan. Sava bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenamya, tanpa adanya tekanan
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RINGKASAN

Latar belakang vang diambil adalah Undang-Undang Nomor: 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990
tentang Kepariwisataan. Berbagai insturmen kebijakan sebagai pendukung
Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Keparniwisataan telah dikeluarkan
oleh Bupati Kabupaten Jember diantaranya adalah Peraturan Daerah Nomor: 8
tahun 2003 tentang Usaha Kepariwisataan, Peraturan Daerah Nomor: 9 tahun
2003 tentang Restribusi [jin Kepanwisataan, Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun
2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor: 14 tahun 2003 tentang
Restribusi Masuk Obyek Pariwisata, serta adanya suatu perjanjian Kerasama
(Mol/) Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo antara
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dengan PT Bogha Karya Setya Utama
hingga kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:
556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kernasama Pembangunan Dan
Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo

Dari latar belakang vang terjadi, maka penulis mengambil judul,
“KAJIAN YURIDIS ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA PEMBANGUNAN
DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI WATU ULO (3. K
Bupati Nomor: 556/536/436.472/2006)”

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas dapat kita
mengerti, bahwasanya, Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:
556/536/436.472/2006 ini diragukan keberadaannya, posisi Surat Keputusan
Bupati Jember terhadap peraturan diatasnya merupakan persoalan yang paling
pokok. Begitu juga ketidakjelasan dalam proses dikeluarkannya Surat Keputusan
Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 menimbulkan suatu pertanyaan
vyaitu sah atau tidak sah keberadaan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:
556/536/436.472/2006 tersebut menurut Yuridis. Kesadaran akan pentingnya
pariwisata untuk Pemerintahan Kabupaten Jember dan masyarakat Kabupaten
Jember tidak diimbangi dengan persiapan perangkat peraturan daerah, sehingga
Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 yang lahir ada

xiii
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kemungkinan disebabkan suatu kondisi yang mendesak akan pentingnya

menyelamatkan aset daerah. Dengan demikian untuk mengetahw bagaimana

keberadaan Surat Keputusan Bupati Jember Nomeor: 556/536/436.472/2006 maka
dirumuskan suatu permasalahan sebagai beikut:

1. Bagaimana wewenang Kepala Daerah dalam melaksankan Pemerintahan
Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan Kawasan Wisata Pantat Watu Ulo?

2. Bagaimana prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:
556/536/436,472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan dan
Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?

3. Bagaimana akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember
Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan
dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai
dengan tujuan penulisan, maka akan digunakan metode pendekatan undang-
undang (sfarute approach) yaitu suatu pendekatan dengan cara menelaah semua
undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan 1su hukum yang sedang
ditangani (Marzuki, 2005:93)

Pendekatan Histons dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang
dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Serta
pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dan pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki,
2005:95)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan yang dibedakan

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus,

Tujuan umum skripsi ini adalah yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk sarana mengembangan ilmu yang telah diperoleh diperkuliahan.

3. Untuk memberikan sumbang pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya
dibidang Hukum Administrasi Negaraa yang bersifat teoritis dan
membandingkan praktek di lapangan.

Xiv
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Tujuan Khusus penulisan Skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Kepala Daerah Kabupaten Jember
dalam melaksanakan Pemenntahan Daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait dengan
pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah sudah tepat prosedur Bupati Jember

didalam mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor:

556/536/436.472/2006 tentang Penghentian Pengelolaan dan Pembangunan

Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.

Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas dikeluarkannya Surat

Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Penghentian

Ld

Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo.
Kewenangan Bupati Jember.

Bupati Jember adalah Kepala Daerah Tingkat Kabupaten yang berada di
wilayah administrasi Kabupaten Jember. Hal ini berdasarkan atas Pasal 24 angka
2 Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak
adanya Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mempunyai kewenangan untuk
mengatur wilayah daerah adminstrasi secara otonom termasuk mengatur
kepanwisataan di daerah Kabupaten Jember mengenai peraturan-peratuan dacrah
maupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan.

Berbicara mengenai wewenang Bupati di dalam mengatur hal
kepariwisataan maka kita harus mengetahui kedudukan hukum Bupati di dalam
kepariwisataan, kedudukan hukum Bupati di dalam kepariwisataan diatur di
dalam Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan Pasal 34
angka 1 Pemerintah dapat menyerahkan sebagian wurusan di bidang
penyelenggaraan kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan
Kepariwisata diserahkan Bupati kepada Dinas Pariwista yaitu didasari dengan
Peraturan Daerah Nomor: 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten jember. Tugas Pokok Dinas Pariwisata yaitu
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tanga daerah di bidang
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kepariwisataan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2

Peraturan Daerah Nomer: 20 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Jember.

Kewenangan membuat Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jember ada
pada Bupat yang dalam hal imi di proses oleh Bagian Hukum Pemenntahan
Kabupaten Jember, tidak terkecuali hal-hal yang menyangkut permasalahan dinas-
dinas tertentu, seperti halnya mengeni Kepariwisataan yang di laksanakan oleh
Dinas Pariwisata. Untuk proses pengeluaran suatu Surat Keputusan adalah suatu
dmas memnta dikeluarkannnya Surat Keputusan kepada Bagian Hukum
kemudian bagian hukum menyampaikan kepada Bupati dan memprosesnya, jika
memang perlu dikeluarkannya maka bagian hukum membuat surat keputusan
tersebut kemudian diberikan kepada Bupati untuk ditandatangani.

Akibat hukum yang tefjadi di dalam Surat Keputusan adalah hal-hal yang
menyangkut i dalam isi surat keputusan, dan hal yang menyangkut isi Surat
Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan PT Bogha
Karya Setya Utama. Hal-hal tersebut adalah hak dan kewajiban para pihak, hak
dan kewajiban pihak lain yaitu pihak ke 3 (tiga) dan obyek di dalam perjanjian
Kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah:

. Adanya wewenang Bupati Jember menurut Undang-Undang No. 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Kawasan Wisata Pantai
Watu Ulo Jember karena terdapat pasal yang menerangkan wewenang
Pemerintahan Daerah dan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati secara tersirat.
Pasal 14, dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah merupakan pasal yang menerangkan pasal yang
mengatur kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah serta kewenangan
dan kewajiban kepala dacrah tingkat kabupaten. Selain wewenang yang
terdapat di dalam Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah dan Bupati diatur di
dalam Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan yaitu di
dalam Pasal 34 mengenai penyerahan urusan di bidang penyelenggaraan
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pariwisata. Di dalam teon kewenangan pemerintahan atau kepala daerah dapat
diperoleh dengan cara Delegasi, Atribust, dan Mandat

2 Prosedur atau ketentuan umum fata cara pembuatan keputusan tata usaha
negara tidak mempunyai ketentuan umum, Karena tiap bidang tata usaha
negara mempunyai prosedur sendin, dan persyaratan tersendin pula. Maka
suatu prosedur yang baik hendaknya memenuhs tiga landasan utama hukum
administrasi, yaitu landasan negara hukum, landasan demokrasi, landasan
instrumental vaitu landasan daya guna (efisienss, doelmatigheid) dan hasil
puna (efektif, doeltreffenheid) Keluamya Surat Keputusan Bupati Jember
Nomor. 556/536/436 472/2006 tentang Penghentian kerjasama Pembangunan
dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantar Watu Ulo Namun menurut
tatalaksana produk hukum Pemenntah Daerah, Surat Keputusan Bupati
tersebut tidak prosedural karena tidak diproses oleh bagian hukum Pemerintah
Daerah Kabupaten Jember, tetapi Surat Keputusan Bupati tersebut tetap sah
karena telah ditandatangani oleh Bupati Jember

3 Akibat hukum atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember tentang
Penghentian Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata
Pantai Wate Ulo Nomor: 556/536/436.472/2006 yaitu terkena pihak-pihak
yang ada di dalam surat pejanjian kerjasama dan obyek yang diperjanjikan,
namun untuk pihak-pihak yang terkait dengan penjanjian kerjasama tersebut
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati mengakibatkan hapusnya hak
dan kewajibannya yang tertuang di dalam perjanjian dan jika pihak tersebut
merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui aspek perdata maupun
aspek administrasi negara, mengenai obyek perjanjian yaitu kawasan wisata
pantai watu ulo sepenuhnya kembali dikelola oleh pemerintahan kabupaten
jember

Saran yang diberikan penulis adalah:

|. Dilakukannya perubahan Peraturan Daerah tentang Pariwisata yang dapat
membuat para investor lebih memahami tata cara investasi ke dalam industri
pariwisata, serta tata cara tersebut mempermudah investor untuk melakukan
investasi, dan memisahkan peraturan perda tentang pariwisata mengenai

xvil
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administrasi surat-surat perijinan berinvestasi dengan biaya-biaya administrasi
untuk mendapatkan perijinan investasi ke industri pariwisata.

. Alangkah baiknya di buat tata cara atau prosedur yang jelas dan dibuat secara
tertulis di dalam membuat keputusan Bupati menyangkut hal-hal yang rumah
tangga dinas-dinas tertentu agar tidak terjadi kesalahan prosedural yang
mengakibatkan Pemerintahan Kabupaten Jember dianggap tidak menjalankan
Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Layak.

. Diberikannya seminar-seminar tentang bagaimana beracara di Peradilan Tata
Usaha Negara, agar para pelaku bisnis pariwisata maupun masyarakal umum
jika merasa dirugikan dengan dikeluarkannya sural keputusan tata negara
untuk melakukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum tenggang

waktu gugatan berakhir.

xviii
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] PRRTAENA

{NIVERSTTAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, dan
tentram di Indonesia khususnya Kabupaten Jember salah satunya dengan cara
meningkatkan taraf perekonomian penduduk. Meningkatkan taraf perekonomian
penduduk dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain yang
dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Jember bersama Dinas Pariwisata J ember,
yaitu dengan mengembangkan dan mempromosikan potensi-potensi wisata baik
wisata alam maupun wisata budaya di wilayah Kabupaten Jember.

Pariwisata sudah menjadi tumpuan harapan pemasukan devisa vang cukup
besar bagi negara dan daerah. Guna meningkatkan pariwisata di Kabupaten
Jember, maka pemerintah daerah Kabupaten Jember berusaha memperbaiki.
membangun dan mengembangkan segala aspek yang dapat membangkitkan selera
wisatawan untuk mengunjungi Kabuptaen Jember.

Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) dapat disimpulkan bahwa negara
memberikan wewenang untuk mengatur, mengurus sendiri, menjalankan dan serta
berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyusun tata cam
penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur lebih lanjut didalam undang-undang
dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember bersama Dinas Pariwisata Jember
memperhatikan, mengatur, mengurus dan megelola tempat-tempat wisata yang
alamnya dinilai mempunyai daya tarik tersendiri, seperti pantai Watu Ulo, pantai
Tanjung Papuma, pantai Paseban, Tempat Pelelangan Ikan Puger, taman wisata
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Rembangan, perkebunan Kopi, perkebunan Tembakau, perkebunan Coklat, air
terjun Tancak Kembar, dan wisata Loko, serta beberapa tempat wisata lainnya,
agar mempunyai fasilitas yang baik.

Di dalam memperhatikan, mengatur, mengurus dan megelola tempat-tempat
wisata di daerah Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember sebaiknya
mempunyai manajemen yang baik serta sumber daya manusia yang mempunyai
kredibilitas di bidang kepariwisataan. Manajemen yang baik didalam menangani
pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember seharusnya dimulai dari
peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Jember yang
berkaitan dengan pariwisata lebih memberikan peluang dan tidak terlalu
menyulitkan investor untuk ikut berperan serta di dalam menangani pariwisata
serta tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan yang berada
di atasnya hal ini sesuai dengan piramida hukum (stuffen theory).

Untuk menjadikan Kabupaten Jember sebagai salah satu daerah tujuan
wisata di Jawa Timur yang diminati oleh wisatawan lokal maupun wisatawan
mancanegara maka pemenntah Kabupaten Jember bersama dengan Dinas
Pariwisata Jember berusaha membangun dan mengembangkan potensi wisata baik
alam maupun wisata budaya, namun didalam usaha mengembangkan potensi
wisata tersebut terdapat berbagai macam permasalahan yang ada didalam
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember dengan Dinas Pariwisata antara lain
minimnya dana, kurangnya manajemen yang baik, serta kurangnya sumber daya
manusia yang ahli mengenai pembangunan dan pengembangan bidang
kepariwisataan.

Dalam usaha untuk mengembangkan potensi wisata tersebut Pemerintah
Kabupaten Jember bersama Dinas Pariwisata Jember mengajak seluruh lapisan
masyarakat khususnya yang mempunyai keahlian di bidang kepariwisataan untuk
mewujudkan pengembangan potensi wisata alam maupun budaya yang ada di
wilayah Jember agar dapat terlaksana, dengan adanya partisipasi dari seluruh
lapisan masyarakat harapan pemerintah Kabupaten Jember adalah potensi wisata
tersebut dapat dikembangkan secara profesional dan terlaksana dengan baik agar
menjadi salah satu daerah tujuan wisata vang dapat memikat wisatawan lokal
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maupun mancanegara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah
Kabupaten Jember yang akhimya bermuara pada kesejahteraan kehidupan
masyarakat Kabupaten Jember,

Dapat tidaknya seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan serta
didalam mewujudkan pengembangan potensi wisata Kabupaten Jember dapat
dilihat dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai usaha
kepariwisataan, khususnya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah
daerah kabupaten Jember.

Banyak sekali jenis-jenis usaha panwisata vang dapat dimanfaatkan oleh
seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 9 tahun 1990
tentang Kepariwisataan Pasal 7 digolongkan kedalam:

1.  Usaha jasa pariwisata

2. Pengusahaan objek, dan daya tarik wisata

3. Usaha sarana pariwisata

Adanya jenis-jenis usaha tersebut salah satu lapisan masyarakat Kabupaten

Jember yaitu PT Bogha Karya Setya Utama tertarik untuk mengembangkan
pariwisata di Kabupaten Jember sehingga mengadakan peranjian kerjasama
dengan pemerintah Kabupaten Jember untuk pembangunan dan pengelolaan
kawasan wisata pantai Watu Ulo Kabupaten Jember. Didalam perjanjian tersebut
dituangkan beberapa pasal yang mengikat kedua belah pihak vang harus
dilaksanakan oleh kedua belah pithak.

Seiring berjalannya waktu setelah perjanjian kerjasama pembangunan dan
pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo antara PT Bogha Karya Setya
Utama dengan Pemrintah Kabupaten Jember, menurut pihak pemerintah
Kabupaten Jember pihak PT Bogha Karya Setha Utama telah melakukan
wanprestasi di dalam melaksanakan surat perjanjian kerjasama antara kedua belah
pihak tersebut. Dengan adanya anggapan tersebut maka pemerintah Kabupaten
Jember mengeluarkan Surat Keputusan Bupati  Jember Nomor:
556/536/436.472/2006 tentang Surat Penghentian Pembangunan dan Pengelolaan
Kawasan Wisata Watu Ulo dengan PT Bogha Karya Setya Utama.

Pemerintah daerah Kabupaten Jember yang berwenang dan bertanggung
jawab atas segala hal yang terjadi di wilayahnya tentu tidak menginginkan hal-hal
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yang tidak baik terjadi, maka dari itu pihak Pemerintah Kabupaten Jember
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006
tentang Pengehentian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai
Watu Ulo dengan PT Bogha Karya Setya Utama. Surat Keputusan yang disebut
beschikking ~merupakan sebagai instrumen yuridis yang dipergunakan oleh
pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yamg bersifat
individual konkrit dan final,

Didasarkan paparan mengenai dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati
Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Kerjasama Pembangunan dan
Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo terhadap pihak PT Bogha Karya
Setya Utama sebelum perjanjian kenasama antara PT Bogha Karya Setya Utama
dengan Pemerintah Kabupaten Jember berakhir sesuai dengan waktu vang
ditentukan di dalam nota kesepahaman (AMol/) maka penulis tertarik untuk
melakukan suatu analisis tentang permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi
yvang diberi judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG SURAT KEPUTUSAN
BUPATI JEMBER ATAS PENGHENTIAN KERJASAMA
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN WISATA PANTAI
WATU ULO” (S.K Bupati Nomor : 556/536/436.472/2006 )

1.2 Rumusan Masalah
Uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka untuk dimulainya

suatu pembahasan guna memperoleh kesimpulan dan suatu permasalahan, penulis

mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan pembahasan
yang lebih terfokus, yaitu :

1. Bagaimana wewenang Kepala Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan
Daerah  berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo?

2. Bagaimana prosedur dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Jember
Nomor:  556/536/436.472/2006  tentang  Penghentian Kerjasama
Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?
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i3

1.4

Bagaimana akibat hukum dengan adanya Surat Keputusan Bupati Jember
Nomor: 536/436.472/2006 tentang Penghentian Kerjasama Pembangunan
dan Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Watu Ulo?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Kepala Daerah dalam
melaksanakan Pemenntahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor:
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terkait pengelolaan kawasan
wisata Pantai Watu Ulo.

Untuk mengetahw dan mengkaji apakah sudah tepat prosedur Bupati Jember
mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Surat
Penghentian Atas Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Panta
Watu Ulo

Untuk mengetahui dan mengkaji akibat hukum atas dikeluarkannya Surat
Keputusan Bupati Jember Nomor: 556/536/436.472/2006 tentang Surat
Penghentian Pengelolaan dan Pembangunan Kawasan Wisata Pantai Watu

Ulo.

Metode Penelitian
Dalam penulisan skripsi ini akan dipergunakan metode-metode tertentu

dengan maksud agar penulisan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan untuk
suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan juga bermaksud memberikan pengertian
yang jelas dan sistematik dari uraian skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat

yuridis normatif artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan
dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-
norma dalam hukum positif, maksudnya adalah penelitian ini dikaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan kenyataan
yang ada.
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Selain itu dalam rangka penyempurnaan skripsi ini, maka didukung oleh
data empiris dengan studi lapangan yakni dengan melakukan wawancara dengan
pihak-pihak yang terkait dengan penyusunan skripsi ini, yaitu dengan melakukan
observasi di  Pemerintahan Kabupaten Jember Bagian Hukum dan Dinas
Panwisata Kabupaten Jember bagian objek wisata.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Untuk mencapai suatu pembahasan di dalam permasalahan yang sesuai
dengan tujuan penulisan, maka akan digunakan metode pendekatan undang-
undang (stature approach) yaiu suatu pendekatan dengan cara menelash semua
undang-undang dan regulas yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang
ditangani (Marzuki, 2005 93)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang
dipelajant dan perkembangan pengaturan mengenal isu yang dihadapi Serta
pendekatan  konseptual  yaity pendekatan yang beranjak  dari pandangan-
pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmy hukum. (Marzuki,
200595)

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk mengkaji dan menganalisis
permasalahan yang ada dan diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini.
Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah

a.  Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif yang
artinya mempunyai oforitas. Bahan hukum primer terdiri dan perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atay nsalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim (Marzuks, 2005 141)

Maka bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini di peroleh dari -

I. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 lentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang eradilan tata Usaha Negara.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35);

2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3427,
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3. Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Rtepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 128);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 14 Tahun 2003 tentang Restribusi
Masuk Obyek Wisata

3. Peraturan Dacrah Kabupaten Jember Nomor: 8 Tahun 2003 Tentang Usaha
Kepanwisataan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Restribusi ljin

Usaha kepariwisataan

. Bahan Hukum Sekunder

Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jumal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas
putusan pengadilan (Marzuki, 2005:141)

Untuk mendapatkan bahan hukum sekunder guna melengkapi penulisan skripsi ini

penulis menggunakan -

| Buku-buku teks teon hukum

2. Surat kabar Jawa Pos tanggal 25 November tahun 2006.

3. Situs website (media elektronik) www.pemkabjember co.id

4. Wawancara dengan Bapak. H. Mudjoko S.H, M.H. selaku Kepala bagian Hukum
Pemenintahan Daerah Kabupaten Jember pada tanggal 18 Juni 2007.

3. Wawancara dengan Bapak Hari Mujianto selaku staf bagian hukum Pemerintahan
Kabupaten Jember pada tanggal 19 Juni 2007.

6.  Wawancara dengan Staf bagian obyek Dinas Pariwisata pada tanggal 29 Maret
2007

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus
melakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal
yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2)
pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dpandang mempunyai relevansi juga
bahan-bahan non hukum; (3) melakukan telaah isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah
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dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab 1su
hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171)

Di dalam hal ini penulis menganalisis bahan hukum primer yang terkait

dengan skripsi, mengidentifikasi fakta hukum yang berkembang, mengumpulkan
bahan-bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan tulisan skripsi,
melakukan telaah dengan sumber vyang telah didapat, kemudian mengambil
kesimpulan dalam argumentasi dan mendeskripsikan argumentasi yang telah

dibangun di dalam kesimpulan.
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dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam argumentasi yang menjawab 1su
hukum; (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun
di dalam kesimpulan. (Marzuki, 2005:171)

Di dalam hal ini penulis menganalisis bahan hukum pnmer yang terkait

dengan skripsi, mengidentifikasi fakta hukum yang berkembang, mengumpulkan
bahan-bahan hukum dan non hukum yang berhubungan dengan tulisan sknipsi,
melakukan telaah dengan sumber yang telah didapat, kemudian mengambil
kesimpulan dalam argumentasi dan mendeskripsikan argumentasi vang telah

dibangun di dalam kesimpulan.
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM, KER

2.1 Fakta

a. Pantai Watu Ulo yang berlokasi di Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu,
Kabupaten Jember seluas 25 Hektar are, mendapat perhatian khusus oleh
masyarakat umum khususnya PT Bogha Karya Setya Utama untuk dibangun
dan dikelola secara profesional menjadi kawasan wisata Pantai Watu Ulo yang
lengkap dengan berbagai macam arena bermain wisata keluarga seperti kolam
renang air laut, taman hiu, dunia fantasi anak, seaworld, kebun binatang mini,
gazebo, hotel atau homestay, taman belajar, musholla atau masjid, kios,
warung, toko, toilet, lahan parkir, taman bunga, penghijauan, dan beberapa
tempat rekreasi yang menarik serta fasilitas-fasilitas lainnya.

b. Pada tanggal 31 Maret 2005 terjadi kescpakatan yaitu perjanjian kerjasama
antara PT Bogha Karya Setya Utama yang dikuasakan kepada Arie
Dharmawan Murnianto, S.E. dengan Pemerintah Kabupaten Jember vang
dikuasakan kepada Bupati Jember MZA_ Djalal di hadapan notaris Achmad
Muthar, S.H. di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengelola dan
membangun kawasan wisata Pantai Watu Ulo.

¢. Sebelum dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Jember atas penghentian
kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo
Nomor: 556/536/436.472/2006, Dinas Pariwisata Jember mengeluarkan surat
panggilan sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada PT Bogha Karya Setya
Utama untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas wanprestasi
yang telah dilakukan.

d Pihak PT Bogha Karya Setya Utama memenuhi surat panggilan Kepala Dinas
Pariwisata Jember dan alasan surat pemanggilan tersebut menurut Kepala
Dinas pariwisata Bapak S. Wandiyantoro yaitu adanya wanprestasi perjanjian
(MoU) oleh PT Bogha Karya Setya Utama,
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antara PT Bogha Karya Setya Utama yang dikuasakan kepada Arie
Dharmawan Murnianto, S.E. dengan Pemerintah Kabupaten Jember vang
dikuasakan kepada Bupati Jember MZA_ Djalal di hadapan notanis Achmad
Muthar, S.H. di Kantor Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengelola dan
membangun kawasan wisata Pantai Watu Ulo.

¢. Sebelum dikeluarkannya Surat keputusan Bupati Jember atas penghentian
kerjasama pembangunan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai Watu Ulo
Nomor: 556/536/436.472/2006, Dinas Pariwisata Jember mengeluarkan surat
panggilan sebanyak 3 kali yang ditujukan kepada PT Bogha Karya Setya
Utama untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas wanprestasi
yang telah dilakukan. .

d. Pihak PT Bogha Karya Setya Utama memenuhi surat panggilan Kepala Dinas
Pariwisata Jember dan alasan surat pemanggilan tersebut menurut Kepala
Dinas pariwisata Bapak S. Wandiyantoro yaitu adanya wanprestasi perjanjian
(MoU) oleh PT Bogha Karya Setya Utama.
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